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PEMERINTAH KOTA KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 4 TAHUN 205

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MALIA ESA

el

WALIKOTA KEDIRI,

bahwa dalam rangkas pelaksanaan Otonomi Daerah dan guna
mendukung Keberhasilan  penyelenggaraan pemerintahan  sebapa:
pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pembinaan
admimistras: umum agar dapat berjalan lebih lancar. berhasil euna dan
berdaya guna, schingga dipandang perlu menetapkan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan,

bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Dacrah, dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang
Pedoman Organmisasi Kecamatan, maka Peraturan Daerah Kota Kediri
Nomor 12 Tahun 2001 tentang Struktur Grgamisast dan Tata Kerja
Kecamatan perlu diganty,

- bauhwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud dalam

hurut a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan '

Undang-unddng Nomor 16 Tahun 1950 tentane Pembentukan
Dacrah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinst Jawa Timur,
lawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia 1ahun 1950 Nomor 45}
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersth dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
{Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan l.cmbaran
Negara Nomor 3851 );

lindang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
kepegawalan  sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890,

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan { lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambuhan Lembaran Negara Nomor 4389,
Lindang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(l.embaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan |embaran
MNegara Nomor 4437 )
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. Undang-undang Nomor 33 Tahun 24 tentang Perimbangan

Keuangan antara  Pemenntah  Pusat dan  Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
|.embaran Negara Nomor 4438):

. Peraturan Pemenmah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemenntah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
{(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952 ).

Peraturan Pemenntah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negen Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Nepara Nomor 4263 ),

Kepulusan Presiden Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan
Pemenntahan Desa/Kelurahan, '

. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan

‘Tata Kerja di Lingkungan Departemnen Dalam Negen;

. Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 158 Tahun 2004 tentang

Pedoman Organisasi Kecamatan,

. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 159 Tahun 2004 tentang

Pedoman Organisasi Kelurahan;

_ Peraturan Daerah Kota Kedirt Nomor 11 Tahun 2002 tentang

Perubahan Status Desa menjadh Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

dan
WALIKOTA KEPIRI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Pcratﬁrag Daerah ini vang dimaksud dengan
Daerah adalah Daerah Kota Kedin.

|
4,
B
6

T

]

3 Pf:merintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
Walikota adalah Walikota Kedin .

Sekretanat Daerah adalah Sekretanat Daerah Kota Kedin.

‘Sekretanis Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Kedin.
Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kota

Kedir.

Camat adalah Kepala Kecamatan.

Fselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
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0. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Kecamatan, yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kecahlian dan atau ketrampilan tertentu sesual
kelentuan Peraturan perundang-undangan vang berlaku,

BAE 1
KEDUDUKAN

Pasal 2

{1} Kecamatan  merupakan Perangkat Daerah Kota Kedin vang mempunyai wilayah kerja
tertentu. -

(21 kecamatan  dipimpin  oleh camat yang dibantu eleh Perangkat Kecamatan dalam
melaksanakan tigasnva berkedudukan sebagai koordinator penyeienggaraan pemerintahan di
wilavah kerjanva, berada di bawah dan- bertanggung jawab kepada Walikota melalm
Sekretaris Daerah,

Camat dalam melaksanakan tugas dibidang tekms admnistras: dibina dan dikoordmnasikan
ateh Sekretaris Daerah melalut Asisten.

ik

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

FPasal J

|:.§

kecamatan terdin dan Camat. Sekretans Kecamatan dan 5 (hma) Seks: serta kelompok
jabatan fungsional dalam susunan organisasi sebagail berikut :
g Camat.
Sekretar s Kecamatan:
Seks) Pemenntahan,
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Llmum
¢. Sekst Lkonomi dan Pembangunan,
I Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat:
¢ Seksi Pelavanan Masvarakat.
h Kelompok Jabatan Fungsional,
170 Bagan Struktur Organisast Kecamaran schagaimana dimaksud pada avat (1} pasal m
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

-

v _;:;Lr:

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

LCamat mempunval tugas pokok melaksanakan pemenntahan. koordinas1 pembangunan.

pembinaan kemasvarakatan, pelavanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman umum dalam

wilavah kecamatan sesuai dengan wewcenane vang ditimpahkan oleh Walikota

{2} Pehmpahan scbagpan kewenangan pemenntahan dan Walikota sebagaimana dimaksud pada
avat (1) diatur lebihdanjut dalam Peraturan Walikota.

i 21 Pemabaran Tugas Pokok. Fungsi dan Tata Kerja schagaimana dimaksud dalam avat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(41 Sekretaris Kecamatan dan Seksi masing-masing dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan dan
Kepala Sckst vang dalam melaksanakan tugasnva bertanggung jawab kepada Camat.

(5) Sebaman tugas kecamatan sebagmimana dimaksud pada avat (1) dan (2) dapat dilmpahkan
kepada Kelurahan dengan Peraturan Walikota.
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Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (1) Camat
mempunyal fungsi

1.

12

£ s

LA

e

10,
11.

12

(1)

(4)

{1}
(2]

(3)

Pengkaordinasian pembinaan dan pertangguninawaban penvelenggaraan pemerintahan di
wilayah kerjanya.

Penyelengearaan  tugas-tugas pemenntahan umum, administrasi  pertanzhan  dan
administras: kependudukan di wilayah kerjanva,

Penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.

Pengkoordinasian  pembinaan  ketentraman, ketertiban wilavah dan  perlindungan
masyarakal.

Pembinaan dan pengkoordinasian, penvelenggaraan pemenintahan kelurahan.
Pengkoordinasian dan pembinaan bidang perekonomian, pembangunan, budava,
keagamaan, pendidikan, sosial dan kesejahteraan rakyat serta bidang lingkungan hidup.
Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
Penggkeordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayvanan urmnum.

Pembinaan dan pepgkoordinasian pengembangan partisipasi serta pemberdayaan
masvarakat. '

Pembinaan pengkoordinasian, pengawasan dan pelaporan, bencana alam serta pengungsi.
Pelaksanaan koordinasi operasional UPTD, kelompok jabatan fungsional dan instansi
vertikal yang ada di wilavahnya.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai kewenangan bidang

. tugas.

BABV
TATA KERJA

Pasal 6

Dulam tata kerjanya Camat, Sekretans, Kepala seksi dan Kelompok jabatan fungsional
wa|ib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik secara vertikal dan horizontal
sesual tugas pokok masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimmn dan mengkoordinasikan
bawahannva masing-masing dan membenkan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya

Setiap pimpinan satuan organisasi, mengawasi, mengevaluasi bawahan masing-masing dan
bila terjadi penvimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
peraturan perundang-undangarn.

Seliap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung

‘jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan baik berkala maupun

sewnkiu-wakiu sesum kebutuhan,

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 7
Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi perangkat dacrah otonmom bersifal teknis
fungsional dan teknis operasional.
Hubungan kerja Kecamatan dengan mstans1 vertikal di wilayah kerjanva, bersifat
koordinasi teknis fungsional.
Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat hirarki.
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BAB VIl
ESELONERING

Pasal 8

(1} Camat adalah jabatan dengan eselon I1l/a.
(2) Sckretaris Kecamatan dan Kepala Seksi pada Kecamatan adalah jabatan dengan eselon IV/a.

(4!

1)

(2}

(3)

t4)

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

{Camat diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris dacrah dari Pegawai Negeri Sipil sesuai
dengan Peraturan perundang-undangan,

Camat diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah

Sekretaris Kecamatan dan kepala seksi diangkat oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan
kewenangan dari Walikota, dari pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan perundang-
undangan,

Kelempok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretans Daerah atas
pehmpahan kewenangan Walikota.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan dibentuk atas dasar kebutuhan dan / atau
berasal dan instansi teknis yang ditugaskan kepala instansi di wilayah Kecamatan.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam
Sub-sub ketompok sesuai keahlian teknisnyva dan masing-masing dipimpin oleh tenaga
fungsional senior. . .

Tugas pokok dan fungsi tata kerja kelompok jabatan fungsional di Kecamatan akan diamwr
lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pembina karier jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
vang berlaku. : :

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal i1

-

Bilava vang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kecamatan dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,
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BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

1) Apabile Camat berhalangan menjalankan tugasnva, Sekretaris Daerah dapat menunjuk
Sekretaris Kecamatan atau salah satu Kepala Seksi vang mampu atas usul Camat sebagai
pelaksana tugas hanan. ;

1) Apabila Sekretaris Kecamatan/Kepala Scksi berhalangan menjalankan tugas. camat dapat
mecnunjuk salah satu Staf vang ada sebagpai pelaksana tugas harian

Pasal 13
Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah i, sepanjang memvangkutl pelaksanaan
susunan organisasi dan tata kerja kecamatan diatur dengan Peraturan Walikota

BAB XII
KETENTU AN PENLUTLP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Dacrah ini mular berlaku, Peraturan Daerah Kota Kedint Nomor |2 Tahun
2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Dacrah Kola Kedir Tahun
2001 Nomor 6 Sen D tanggal 23 Nopember 20011 dicabut dan dinvatakan thdak berlaku.

Pasal 15
Peraturan Dacrah im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seligp orang mengetahuinva, memerintahhan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota Kediri

Ditetapkan di Kedir
pada langgal 31 Agustus 2005

WALIKOTA KEDIRE
ttd.
» H.A. MASCHLUT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Kedisi Tahun 2005
Seri D pada tanggal 37 Apustus 2005 Nomor 1.1

diundangkan di Kediri
pada tanggal 31 Agustus 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
- ttd.
H. M. ZAINI
NIP. 510 050 353

Sesual dengan aslinva
KEPALA BAGIAN HUKUM
~ KOTA KEDIRI

AHYUDE, SH.M.Si.

=T NIP510095 427

,{,.'




STRUKTUR ORGANISAST KECAMATAN

KELOMPOK JABATAN

CAMAT

LAMPIRAN PERATLRAN DANRAH KOTA KEDIRI

NOMOR : B
TANGGAL

FUNGSIONAL

TAHUN 2005

SEKRETARIS

SEKS]
PEMERINTAHAN

SERSI
KETENTERAMAN DAN
RETERTIBAN UMUM
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SEKSI
EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN

SEKSI SOSIAL DAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT

KELURAHAN _

|

SEKSI
PELAYANAN
MASYARAKAT

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

LA MASCHUT
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIR}
NOMOR <4 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

UMUM

Dengan telah diterbitkannva Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158
Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, maka Peraturan Daerah Kota Kediri
Nomor 12 Tahun 2001 tentang Struktur Orgarusasi dan Tata Kerja Keecamatan perju
dilakukan penvesuaian dan penataan kembali.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
2 Yang dimaksud dengan pengkoordinasian bertujuan untuk mendorong kelancaran
berbagal kegiatan ditingkat kecamatan ke arah peningkatan  kesejahteraan
masyarakat . :
b Yang dimaksud dengan pembinaan antara lain:
| menciptakan terwujudnya administrasi tata pemerintahan
2. memberikan pengarahan, membangun kebersamaan
Pasal 6
Yang dimaksud dengan Pimpinan Satuan Organisasi adalah Camat. Sckretaris
Kecamatan, Kepala Seksi dan koordinator kelompok jabatan fungsional.
Pasal 7
Cukup jelas ~
Pusal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Avat (1) "
Yang- dimaksud dengan kelompek jabatan fungsional adalah karena adanva
kebutuhan akan tenaga ahli tertentu ditingkat kecamatan untuk membantu camat
dapat diangkat lisatu) alau lebih temaga fungsional sesuai keahiian vang
dibutuhkan dan Pegawai Negeri Sipil yvang memenuhs persvaratan perundang-
undangan.
Ayat(2)
Cukup jelas
Avat (3}
Cukup jelas
Avat (4)
Cukup jelas
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Avat {(3)
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup relas
Pasal 5

Cukup jelas



